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PERATURAN DAEFAH KABUPATEM INDRAGIRI HULU

o

NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Badan Permusyawaratan Desa herfungsi
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung
dan menvalurkan aspirasi masyarakat;

bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur
penvelenggara pemerntahan cesa yang penting  untuk
memperkuat pemerintahan desa agar mampu mengcera<kan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
penyelenggaraan administrasi desa,

bahwa berdasarkan pertimtancan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b periu membentuk Peraturan Daerah tentang
Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955 tentang Pembentukan
Daereh Tingkat 1I Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembarzn Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Uundang Nomor 28  Tahun 1959 tentang
Penyelenggaraan Megara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahurn 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun,
Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan | embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

Undang-Undang Nemer 10 Tahur 2C04 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tehun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah d2ngan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Fe-aturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang MNomor 3 Tahun 2005 tentang
Perutahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang........cccvveennae



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusst dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2003 Nomor L4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hulu Nomor 01 Tahun
2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kabupaten Indragii Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEM INDRAGIRI HULU
dan
BUPATT INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

o i el

oun

Deerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerirtah Kabupaten Indragiri Hulu,

Bupati adalah Bupati Indragin Hulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.

KeCcamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya cisebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakul dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan cleh pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sisitm pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
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Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut cencan nama lain, seanjutnya
dsingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelerggaraan pemerintahan dssa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahzn
Desa.

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk cleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adaiah dana yang dialokasikan cleh Pemerintzh
Kabupaten untuk Desa yang bersumber dar bagian dana perimbangan keuzngzn
Pusat dan Daerah yang diterima olzh Kabupaten.

. Anggaran Pendapatan dar Belanma Desa selanjutnya disingkat APR Desa adalzh

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa can BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa acalah Peraturan Perundang-undangan vang dbust cleh DFD
bersama Kepala Desa,

BAS 11
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAIIEAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desgz.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan
menyalurkan aspiras masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

a.
b.

c.
d.
'EF

f.

membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Decz dzn Peraturan
Kepala Desa;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhantian Kepala Desa;

membentuk Pantia Pemilihan Kepala Desz;

menggali, menampuna, menghimpun, merumusken dan menyalurkan asoirasi
mrasyarakat; dar

menyusun tata tertib BPD.

Pasal &5

BPD mempunyai hak :

a.
h.

meminta Kelerangan kepada Pemerintah Desa;
menyatacan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

a.

b
C.
d.
e

rengajukan rancangan Peraturan Desa;
mengajukan pertanyaan;
rmenyamoalkan usul dan pendapat;
memilin dan dipilih; dar

memperoleh tunjangan.

Fasal 7

Anggota BPD mempunyai kewaijiban :

a.

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Megara Republk
Indonesia 1945 dan mentaati s2gaa peraturan perundang-undangan;

b, melaksanakan..........coovnnnns
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melaksanakan kehidupan demokrasi dalam pervyelenggaraan Pemerintahan Desa;
mempzrtahankan dan memelihara hukum nasiona serta keutuhan Nzgara Kesatuan
Republik Indonesia;

menyerap, menampung, melghmpun, dan menindak lamut aspiras| masyarakat;
memproses Pemilihan Kepala Dasa;

mendahulukan kepentirgar umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan
goongan;

menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masya-akat setempat; dan
menjaga norma dan stika dzlam husungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
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Pasal 8
(1) BPD mempunya keweajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada
masyarakat.
(2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu
tahun.
{3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukar melalui pertemuan atau media
retak.

BAB III
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHEMNTIAN

Pasal 9
(1) Arggcta BPD adalah waxil dan penduduk Desa btersangkutan oerdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan carz musyawarah dan mufakat;
(2) Anggcta BPD terdiri dari Ketua Rukurn Warga, pemangku adat, golongan profes),
pernuka agama can tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
(3) Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esz;

b. setia dan taat kenada Pancasila dan Undang-Undang Casar 1845;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
mengkhlanatl Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kegiatan terlerany
lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau

sederajat;
. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
sehat jasmani dan rohani;
. berkelakuan baik, jujur dan adil,
. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
tidak sadang menjalani hukuman atau ssbagai terdakwa;
mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa;
bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
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Pasal 10
(1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarai dan mufakat,
(2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
a. Kepale Desa menyampdikan infonmasi dan waktu pelasksanagdn musydawadrdt
untuk memilih anggcta EPD kepada masyarakat;
b. tim asistensi Pemerintah Desa dari tingkat Kabupaten atau tingkat Kecamatan
mengawasi jalannya pelaksanaan musyawarah dan mufakat;
c. hasil musyawarah dan mufakat pemilihan BFD disampaikan oleh Kepala Desa
melalui Camat dan disyankan oleh Bupati.
(3) Peserta musvawarah adalah Ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi,
pemuka agama dan tokoh gtau pemuka masyarakat lainrya.

(4) Yarg



(4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.

(5) Jumlah anggota BPD ditstapkan dengan jumlzh ganiil paling sedikit 5 (lima) orang
dan paling banyak 11 (sebeias) orang, dengan memperhatikan luas wilayah jumlah
penduduk dan kemampuan keuangan Lesa.

Pasal 11

(1) Peresmian anggota EPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara
bersama-sama dhacdapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain
yang ditunjuk.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhl
kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-
balknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan saya
akan menegaokkan kehidupan demokrasi dam Undang-undang Dasar 1945 serts
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selunis-lirusnya
yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 12
(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1
(satu) orang Sekretaris.
(2) Pimpinan BPD dipilih dari dan cleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD
vang diadakan secara khusus.
(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggotz tertua dar
dibantu ol=h anggota termuda.

Paszl 13

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Rapat BPD dinyataken syah apabile dihadiri oleh sekurang-kurangnya !/, (satu per
dua) dari jumlah anggola BPD, dan keputusan ditetapkan bercasarkan suara
terhanyak,

(3) Dalam ha tertentu rapat BPD dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya *f; (dua per tiga) cari jumlah anggota B°D dan keputusan ditetapkar
dengan persetujuan sekurang-kurangnya Y: (satu per dua) ditambah 1 (salu) dar
iumlah anggota EPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen
rapat yang dibuat oleh Sekretans BPD,

Pasal 14
(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala
Desa dan Perangkat Desa.
(2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :

a. sebagai pelaksana Proyek Desa;

b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sckelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga ctau golongan masyarzkat lain;

c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau
Jjasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

d. menyalahgurakan wewenang; dan

e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 15
Masa jabatan anggota BPD adalah & (enam) tahun dan dapat diangkal/diusulkan
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal. oo



Pasal 16
Keanggotaan BPD berhenti atau diberbentikan karena :
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri;
telah berakrirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BFD yang baru;
melanggar sumpah dar jarji;
ditetapkan sebagai terdakwa aau terpidana;
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat.
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Pasal 17
(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepadz Bupati melalui
Kepala Desa.
(2) Angoota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan
sandiri diusulkan oleh EPD.
(3) Anggota BPD yzng diberhentikan harus mendapetkan persetujuan s (dua per tiga)
jurnlah enggota BPD.

Pasal 18
(1) Anggota BPD yang berhent atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannva
diadakan pergantian.
(2) Masa jabatan keanggotaan BPFD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan
cleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan,
(3) Mekanisme pen=tapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah
dan mufakat.

Pasal 19
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelan penggantan anggota
B>D, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 20
(1) Apabila Pimpinan BPD barhenti atau diberhentikan sebslum masa jabatannya
terakhir, diadakan nenggantian Pimpinan BPD.
(2) Mekanisme penztapan pimpinan BPD pengganti dilakukan d=ngan cara musyawarah
dan mufakat.
(1) Masa jabatan Pimpinar BPD pangganti adalah sisa waktu masa jabatan vang belum
cijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibartu oleh Sekretariat BPD.

(2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.

(3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.

(4) Alat keleng<apan BPD lainnya seperti komisi atau panitie dapat dibentuk sesual
dengan kebutuhan.

(5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan keputusan
Pimpinan BPD.

BAB IV
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Tindakan penvidikan terhadap anggota dan Pimpinan BPD dilaksarnakan sstelah
adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(RN Hakcasuas



(2} Hal-hal yang di<ecualikan adalah :
a. tertangkep tangan melakukan lindak pidana kejahatan;
b. diduga telzh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati.
(3) Tincakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh Atasan penyidik kepada
Bupati paling lama 3 (tiga] hari.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 23
(1) Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa dilzkukan oleh Tim Pembina Tingkat
Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
(2) Tim Pembina Badan Permusyawaratan Desa ditctapkan dengan Keputusan Bupati,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Mumor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa
dinyatakan tidak berlaky.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai peraturan
pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Peraturan Daerzh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkzn.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dae-ah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Citetapkan di Rengat
padatanggal 5 Mei 2008

RUPATI INDRAGIRI HULL

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM
Diundangkan di Renyat
radatarggal 5 wMei 2008
SEKRETARIS NAERAH INDRAGIRI HULU,

itd

Drs. H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 078794

LEMBARAN DAERAH KABUPAT=N INDRAGIRI HULU TAHJN 2008 NOMOR. 7
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